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Oleh 

RURI RETNO NINGSIH 

Pengangkatan honorer Kategori 2 Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Pringsewu merupakan proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 untuk 

mencapai misi Kabupaten Pringsewu dalam membangun tata kelola pemerintahan 

yang baik  dengan menerapkan kaidah-kaidah Good Governance and Clean 

Goverment. Tahap pengadaan PNS meliputi rekrutmen, seleksi dan penempatan. 

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip good governance dalam 

pengangkatan honorer K 2 di Kabupaten Pringsewu. Peneliti menggunakan tipe 

penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Penerapan prinsip good governance dalam 

pengadaan PNS melalui pengangkatan honorer K2 meliputi tahap rekrutmen, 

seleksi dan penempatan pada BKD Kabupaten Pringsewu, (2) Kendala yang 

dihadapi BKD Kabupaten Pringsewu dalam pengadaan PNS melalui 

pengangkatan honorer K2.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan PNS melalui pengangkatan 

honorer K2 sudah menerapkan prinsip good governance, sesuai dengan prinsip 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisien, tetapi tidak memenuhi prinsip 

efektif. Kendala yang dihadapi dalam pengadaan PNS melalui pengangkatan 

honorer K2 yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), akses internet, dan peraturan 

pemerintah.  Oleh karena itu, BKD Kabupaten Pringsewu harus melakukan 

analisis dan klasifikasi terlebih dahulu sebelum merekrut SDM, menentukan 

persyaratan yang sesuai dengan keahlian, dan berkompeten untuk mengisi posisi 

yang  kosong, dan menyediakan akses informasi yang mudah sehingga dapat 

dijangkau oleh masyarakat di daerah terpencil. 
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